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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 2 Tahun
2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tulungagung tentang
pembangunan objek pariwisata dan fasilitas pariwisata. Dalam melakukan pembangunan
peran pemerintah daerah penting untuk mensukseskan pembangunan, mulai dari proses
perencanan, pengelolaan, hingga proses pembangunan harus ada campur tangan pemerintah
daerah. Sehingga penulis tertarik meneliti apakah pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung
ikut mensukseskan pembangunan objek pariwisata.

Rumusan masalah yang diangkat adalah: 1) Apakah pembangunan objek pariwisata di
Tulungagung sudah sesuai dengan Rencana Induk Pemerintah Daerah Tulungagung? 2)
Bagaimanakah peran Pemerintah Daerah dalam upaya mensukseskan pembangunan objek
wisata dan fasilitas wisata? 3) Bagaimana peran Pemerintah Daerah Tulungagung dalam
pembangunan objek pariwisata menurut Figh Siyasah?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian
hukum empiris, dimana penulis secara langsung turun ke lapangan untuk melakukan
observasi mencari data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini
melalui observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini 1) Pembangunan objek pariwisata di Tulungagung sudah sesuai
dengan Rencana Induk Pemerintah Daerah Tulungagung pembangunan objek wisata telah
dilakukan mengikuti kriteria objek pembangunan yang dibantu oleh Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang. 2) Peran Pemerintah Daerah dalam upaya mensukseskan pembangunan
objek wisata dan fasilitas wisata yaitu dengan pengelolaan pantai di bantu oleh dinas
terus meningkatkan pengelolaan objek wisata. Mulai dari pesisir pantai yang panas kemudian
dilakukan penanaman seribu pohon cemara sehingga kini menjadi teduh. Diberikannya
gazebo untuk tempat istirahat selama berwisata. 3) Peran Pemerintah Daerah Tulungagung
dalam pembangunan objek pariwisata menurut Figh Siyasah dituangkan dalam bentuk
memelihara kesejahteraan manusia untuk meningkatkan semangat keberagaman dengan cara
menghibur dan mempermudah masyarakat.
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This research was motivated by Tulungagung Regional Regulation Number 2 of 2017
concerning the Tulungagung Regional Tourism Development Master Plan regarding the
development of tourism objects and tourism facilities. In carrying out development, the role
of regional government is important to make development a success, starting from the
planning process, management, to the development process, there must be regional
government intervention. So the author is interested in researching whether the regional
government of Tulungagung Regency contributes to the success of the development of
tourism objects.

The formulation of the problem raised is: 1) Is the development of tourism objects in
Tulungagung in accordance with the Tulungagung Regional Government Master Plan? 2)
What is the role of the Regional Government in efforts to make the development of tourist
attractions and tourist facilities successful? 3) What is the role of the Tulungagung Regional
Government in developing tourism objects according to Figh Siyasah?

The research method used in this research is an empirical legal research method, where
the author goes directly to the field to make observations to look for the necessary data. Data
collection techniques in this research are through observation, interviews, literature study and
documentation.

The results of this research are 1) The development of tourism objects in Tulungagung
is in accordance with the Master Plan of the Tulungagung Regional Government. The
construction of tourist objects has been carried out following the criteria for development
objects assisted by the Department of Public Works and Spatial Planning. 2) The role of the
Regional Government in efforts to make the development of tourist attractions and tourist
facilities a success, namely by managing beaches, assisted by the department continuing to
improve the management of tourist attractions. Starting from the hot coast, a thousand pine
trees were planted so that it is now shady. He provided a gazebo as a place to rest during the
tour. 3) The role of the Tulungagung Regional Government in developing tourism objects
according to Figh Siyasah is outlined in the form of maintaining human welfare to increase
the spirit of diversity by entertaining and making things easier for the community.
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